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TAHUN 2010 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

WALIKOTA CIREBON,

a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan

untuk memelihara kelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup akibat
pengambilan air tanah yang bertujuan agar
keberadaan air tanah sebagai sumber daya
air tetap mendukung dan mengantisipasi
tuntutan perkembangan pembangunan yang
berkelanjutan  serta  berpihak  kepada
kepentingan rakyat;

bahwa hak air tanah adalah hak guna air
yang pengelolaannya didasarkan atas asas
fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan
umum, keterpaduan, keserasian,
keseimbangan, kelestarian, keadilan,
kemandirian, transparansi serta akuntabilitas
publik, sedangkan teknis pengelolaannya
berdasarkan pada satuan wilayah cekungan
air tanah;

Mengingat

C.

1.

bahwa pengendalian pengambilan air tanah
yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 8 Tahun 2003 sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
sehubungan dengan penegasan urusan
otonomi daerah dan penataan Organisasi
Perangkat Daerah  sesuai  Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
serta terbitnya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Air Tanah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang lIrigasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha
dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985
tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat
Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas-Dinas Daerah Pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

AIR TANAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Kota adalah Kota Cirebon.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
Walikota adalah Walikota Cirebon.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Cirebon.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum,
bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan
sumber daya mineral di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana,
pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan
pengendalian SKPD dalam  melaksanakan  urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan,
bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya

mineral di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perijinan di
lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Kepala SKPD Perijinan adalah pimpinan, perencana,
pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan
pengendalian SKPD dalam  melaksanakan  urusan
pemerintahan bidang perijinan di lingkungan Pemerintah Kota
Cirebon.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau
batuan di bawah permukaan tanah.

Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat
menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup
dan ekonomis.

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh
batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis
seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang
mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan
air tanah.

Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah
yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat
mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin
pengusahaan air tanah.

Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan,
melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan
konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan
pengendalian daya rusak air tanah.

Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh
data dan informasi air tanah.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan
serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik
pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan,
penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan
air tanah secara optimal agar berhasil guna dan
berdayaguna.

Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan
kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air
tanah.

Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor
air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis
sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan
pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali,
saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah
yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai
sarana  eksplorasi, pengambilan, pemakaian  dan
pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air
untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air
tanah untuk berbagai keperluan.

Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak
untuk memperoleh dan memakai air tanah.

Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak
untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.

Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak
guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
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26. 1zin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh
hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

27. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum.

28. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang air tanah.

29. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap
kegiatan pengambilan/pemanfaatan air agar terlindung dari
kemungkinan kerusakan lingkungan.

(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah melindungi sumber daya
air serta ekosistem lainnya di Kota dari kemungkinan
kerusakan akibat pengambilan / pemanfaatan air.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. perencanaan yang meliputi inventarisasi, penetapan zona
konservasi air tanah;

b. pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan konstruksi, operasi
dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi,
pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanabh;

c. pemantauan dan evaluasi;
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d. konservasi yang meliputi perlindungan dan pelestarian, air
tanah; pengawetan; dan pengelolaan kualitas dan
pengendalian pencemaran;

e. pendayagunaan yang meliputi penatagunaan, penyediaan,

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan,;

pengendalian daya rusak;

perizinan yang meliputi tata cara memperoleh izin, hak dan

kewajiban pemegang izin, berakhirnya izin;

sistem Informasi air tanah;

pembiayaan;

pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan; dan

sanksi administratif.

T TS @

BAB IV
PERENCANAAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk
menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi
sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi,
pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana
pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai
dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan
air tanah.

(3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan
pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan
konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada
cekungan air tanah.
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